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SJALAN TOL TRANS-SUMATERA

Komisi V DPR Tunggu
Peraturan Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Ke-
seriusan pemerintah dalam me-
nyediakan infrastruktur jalan ba-
gi masyarakat di Sumatera di-
sangsikan. Pasalnya, hingga kini
payung hukum berupa peraturan
presiden belum juga diterbitkan
pemerintah. Padahal, jika per-
aturan presiden bisa keluar, pem-
bangunan Jalan Tol Trans-Su-
matera bisa segera dimulai.

Ketua Komisi V DPR dari

- Fraksi Partai Amanat Nasional

. Laurens Bahang Dama mengata-
kan, potensi dampak lanjutan ba-
gi pertumbuhan ekonomi dengan
dibangunnya infrastruktur jalan
sangatlah besar.

”Komisi V DPR yang membi-
dangi infrastruktur sangat berha-
rap perpres (peraturan presiden)
itu segera keluar. Kami terus

mendorong dan meminta Presi-

den untuk serius menangani ren-
cana besar jangka panjang. Kami
sangat berharap akhir Desember
* iniperpres sudah bisa diterbitkan
sehingga pembangunan JTTS
(Jalan Tol Trans-Sumatera) bisa
“dimulai tahun depan,” kata Lau-
rens, di Jakarta, Minggu (17/11).
Laurens menjelaskan, tidak
ada masalah teknis ataupun pen-
danaan dalam melaksanakan
pembangunan JTTS. Di bidang
teknologi, badan usaha milik ne-
gara (BUMN) yang ditunjuk pe-
merintah untuk membangun ja-
lan tol ini sudah berpengalaman
dan dapat membuktikan kehe-
batan dan keahliannya di bidang
teknologi konstruksi. Jembatan
Suramadu dan Jalan Tol Ngurah
Rai-Benoa adalah bukti kemam-
puan bangsa dan BUMN dalam
bidang konstruksi membangun
jembatan dan jalan di atas laut.
Di bidang pendanaan, peme-
rintah juga sudah menganggar-

kan untuk pembiayaan awal

pembangunan JTTS. Selain itu,

perbankan nasional juga akan
berpartisipasi dalam pemba-

ngunan.

”Tetapi, pemerintah tetap ha-
rus menjadi frigger untuk pen-
danaan awal. Setelah itu, per-
bankan nasional akan ilkut serta.
Selain perpres, pemerintah pusat
juga perlu segera mencairkan da-
na penyertaan modal negara
yang diperuntukkan sebagai mo-
dal awal BUMN yang diberi pe-
nugasan membangun dan meng-
operasikan JTTS,” ujar Laurens.

Sementara itu, peneliti senior
Center for Information and De-
velopment Studies (CIDES),
Umar Juoro, mengatakan, kon-
disi jalan-jalan di wilayah Suma-
tera saat ini sangat tidak mema-
dai dan sudah tidak marhpu lagi
menanggung beban kendaraan
yang melintas. Akibat kondisi ja-
lan tersebut, ekonomi di Suma-
tera berbiaya sangat tinggi.

Pemerintah pusat dan peme-
rintah provinsi yang ada di Su-
matera oleh sebagian masyarakat
dianggap tidak melakukan apa-
apa terhadap kerusakan jalan di
wilayah Sumatera.

”Masyarakat sudah capek dan
kesal sehingga alkhirnya mereka
banyak yang menghentikan ke-
giatan pengangkutan hasil alam
dan hasil ekonomi di Sumatera.
Kendaraan yang melintas dipak-
sa berhenti. Masyarakat meng-
anggap angkutan ini menambah
parah kerusakan jalan,” kata
Umar, "Sementara penghentian
kegiatan ekonomi selain menim-
bulkan banyak pengangguran ju-
ga mengakibatkan kondisi eko-
nomi dan kesejahteraan masya-
rakat makin menurun,” lanjut-
nya. (ARN)

Departemen Humas-Sekretaris Perusahaan
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk




